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Kehadiran teknologi finansial memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan jasa keuangan. Salah
satu jenis teknologi finansial, yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
(LPMUBTI) menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi individu dan pelaku usaha
kecil. Dalam LPMUBTI, pemberi pinjaman menghadapi berbagai macam risiko. Penelitian ini membahas
dua permasal ahan. Pertama, membahas bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman
dalam LPMUBTI di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa K euangan (POJK) Nomor
77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dan peraturan terkait lainnya. Kedua, membahas bagaimana
implementasi perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara
LPMUBTI terhadap pemberi pinjaman dalam LPMUBTI di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan
adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah,
berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara LPMUBTI wajib melakukan perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dan represif tersebut
mampu memberikan perlindungan secara komprehensif bagi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar dan
memberikan perlindungan secara mendasar bagi pemberi pinjaman dari risiko kebocoran data. Dalam
prakteknya, Penyelenggara juga menyediakan opsi asuransi untuk melindungi Pemberi Pinjaman dari gagal
bayar. Penelitian ini memberikan dua saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemberi
pinjaman. Pertama, menyarankan agar dibentuk suatu badan pusat data yang mengelola dan melindungi data
pribadi dan data transaks para pengguna LPMUBTI. Kedua, menyarankan agar dibuat pengaturan hukum
yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi untuk Iebih melindungi Pemberi
Pinjaman dalam LPMUBTI.

...... Emergence of financial technology democratizes access to financial products and services. Peer to peer
lending (P2P Lending), an application of financial technology, becomes an accessible alternative for
individuals and small businesses in Indonesiato obtain financing. In P2P Lending, lenders may face various
risks. This research examines two problems. First, it examines the legal protection for lendersin P2P
Lending based on Financial Services Authority’s Regulation (POJK) no. 77/POJK.01/2016 on P2P Lending
Services and other related regulations is examined. Second, it examines the implementation of legal
protection for lenders and the responsibilites of P2P Lending companies to lenders. The method used in this
research is juridical-normative with descriptive-analytical typology. On the regulatory problem, this research
shows that, according to POJK no. 77/POJK.01/2016 and other related regulations, P2P Lending companies
must implement preventive and repressive measures. These preventive and repressive measures
comprehensively cover default risk and rudimentarily cover data breach risk. On the implementation
problem, P2P companies have been offering insurance and provision fund to minimize lenders’ risk of loss.
This research provides two suggestions to improve legal protection for lenders. First, creation of an
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institution that manages and protects P2P Lending participants personal and transactional data. Second,
creation of regulations to comprehensively cover the issues of data privacy to improve the protection of
lendersin P2P Lending



